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KATA  PENGANTAR 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 
masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta 
masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk 
kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan 
kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi 
kebijakan.  

Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi 
antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna 
layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. Kegiatan FKP diselenggarakan 
dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan 
dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku 
pengguna layanan.  

Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik sektor pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya perikanan dan lingkungannya, Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, (PPP 
Teluk Batang) adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan publik kepelabuhanan 
perikananan yang tentunya juga menjadi sebuah keharusan untuk menyelenggarakan FKP 
demi melakukan perubahan secara terus menerus dan meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 

 
 
 
 
 
 Teluk Batang, 05 November 2025 
 Kepala Pelabuhan,  
 
 
 
 
 
 Satrio Wibowo, S.St.Pi   
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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Pelaksanaan pelayanan publik harus terselenggara secara adil, 

transparan, dan akuntabel berdasarkan beberapa kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan pelayanan publik diantaranya Standar Pelayanan (SP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepelabuhanan 

Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (PPP Teluk Batang) 

berpedoman pada SP dan SOP yang telah disusun, namun dalam rangka 

perbaikan secara terus menerus perlu dilakukan evaluasi atas SP dan SOP yang 

diterapkan. Berdasarkan Surat Tugas Kepala PPP Teluk Batang Nomor 

B.1676/P3TB/TU.110/X/2025 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Standar Pelayanan 

Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk 

Batang, telah dilakukan evaluasi atas SP dan SOP Pelayanan Kepelabuhanan 

yang diselenggarakan PPP Teluk Batang. Hasil Evaluasi SP dan SOP tersebut 

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Standar Pelayanan dan Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan pada Pelabuhan 

Perikanan Pantai Teluk Batang Nomor B.1760/P3TB/PL.450/XI/2025 TanGGAL 

04 November 2025. Berdasarkan hasil evaluasi SP dan SOP, PPP Teluk Batang 

menyusun draft perubahan SP dan SOP yang dibahas dalam Forum Konsultasi 

Publik.  

 

2. Tujuan dan Manfaat 

 

Secara umum, tujuan dilakukan FKP adalah untuk memperoleh 

pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, 

antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan 

yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan 

yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tujuan khusus FKP yang diselenggarakan PPP Teluk Batang dalam hal 

ini adalah untuk membahas rancangan perubahan SP dan SOP yang telah 

dievaluasi untuk kemudian ditetapkan. 

Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum diantaranya  

menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik dalam hal ini pelayanan 

yang diselenggarakan oleh PPP Teluk Batang. 
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Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan dalam hal ini PPP 

Teluk Batang adalah:  

1) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; 

2) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun 

perbaikan kebijakan; 

3) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui 

kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

4) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

5) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

6) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

 

Manfaat FKP khusus bagi publik sebagai pengguna atau penerima 

layanan yang diselenggarakan PPP Teluk Batang adalah: 

1) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang 

Pelayanan Publik; 

2) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah 

ditetapkan penyelenggara layanan; 

3) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

4) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara 

layanan; 

5) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

3. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup FKP yang diselenggarakan PPP Teluk Batang Tahun 2025 

meliputi: 

1) Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Pungli dan Tindak 

Pidana Korupsi; 

2) Sosialisasi Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik 

3) Penyusunan dan Pembahasan bersama kebijakan pelayanan publik meliputi 

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik 

kepelabuhanan perikanan yang diselenggarakan PPP Teluk Batang; 
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

 

1. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan 

 

Forum Konsultasi Publik (FKP) PPP Teluk Batang dilaksanakan pada hari 

Selasa tanggal 04 September 2025 bertempat di Ruang Pertemuan / Aula PPP 

Teluk Batang. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

 

Forum Konsultasi Publik (FKP) PPP Teluk Batang diselenggarakan oleh 

Panitia Sosialisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) yang tetapkan berdasarkan 

Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Nomor 

B.1701/P3TB/TU.110/X/2025. Kepala Pelabuhan selaku pimpinan instansi 

bertindak sebagai pimpinan forum sedangkan pemateri yang memaparkan materi 

terkait pelayanan publik di PPP Teluk Batang terdiri dari penyelenggara pelayanan 

publik Urusan Pelayanan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran serta 

Urusan Pelayanan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha. 

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017, Pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan FKP antara lain: 

1) Penyelenggara layanan; 

2) Pengguna layanan; 

3) Stakeholders pelayanan publik; 

4) Ahli/Praktisi; 

5) Organisasi Masyarakat Sipil; 

6) Media massa. 

 

Penyelenggara layanan yang menghadiri FKP merupakan penanggung 

jawab dan petugas pelayanan publik di PPP Teluk Batang. Pengguna Layanan 

yang diundang terdiri dari para pelaku usaha perikanan, nelayan, dan pengguna 

jasa kepelabuhanan perikanan lainnya. Unsur stakeholders pelayanan publik yang 

diundang dalam FKP yang diselenggarakan PPP Teluk Batang terdiri dari unsur-

unsur pemangku kepentingan bidang perikanan diantaranya Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kayong Utara, Camat Teluk Batang, Komando Rayon Militer 

Teluk Batang, Kepolisian Sektor Teluk Batang, Satuan Polisi Perairan Teluk 

Batang, Satuan Pengawas SDKP Kayong Utara, Badan SAR Nasional Teluk 
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Batang, Unit Penyelenggara Pelabuhan ( UPP ) Kelas III Teluk Batang dan para 

Kepala Desa dilingkungan Kecamatan Teluk Batang serta beberapa tokoh 

masyarakat.  

Penyelenggara FKP juga mengundang ahli/praktisi diantaranya Direktur 

Universitas Terbuka Pontianak dan Organisasi Akademisi Kayong Utara yaitu 

HIMAKATRA. Penyelenggara juga mengundang organisasi masyarakat sipil 

diantaranya LSM Yayasan ASRI Kayong Utara, dan  unsur media massa diundang 

dan hadir yaitu RKU FM. Seluruh unsur keterlibatan pihak sebagaimana yang 

dipersyaratkan dalam penyelenggaraan FKP telah terpenuhi. 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

 

Kegiatan FKP dilakukan melalui tatap muka dengan cara rapat bersama 

antara penyelenggara layanan dan publik. Penyelenggara layanan berperan 

sebagai narasumber yang mensosialisasikan kebijakan yang telah dan akan 

ditetapkan.  

Dalam rapat bersama itu juga dilakukan publik hearing, penyelenggara 

layanan dan publik berdiskusi membahas kebijakan yang telah ditetapkan dan 

akan ditetapkan. Penyelenggara Pelayanan dan Publik secara bersama-sama 

melakukan penyusunan/pembahasan draft perubahan dan/atau draft Standar 

Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang akan ditetapkan dan 

diberlakukan di PPP Teluk Batang. Pada akhir kegiatan dilakukan 

penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik. 

 

4. Susunan Acara FKP 

 

Adapun susunan acara FKP yang diselenggarakan PPP Teluk Batang 

sebagaimana tabel berikut.  

 

No. Waktu Agenda Keterangan 

1. 08.00 – 08.30 Regestrasi Peserta Panitia 

2. 08.30 – 08.35 Pembukaan – Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  

Seluruh Peserta 

3. 08.35 – 08.55 Pembukaan – Sambutan dan Arahan 
Kepala PPP Teluk Batang sekaligus 
secara resmi membuka acara 

Satrio Wibowo, S.St.Pi 

4. 08.55 – 09.00 Doa Adiansyah 

5 09.00 – 09.30 Penyampaian Materi “ Reformasi 
Birokrasi dan Pencegahan Pungli 
dan Tindak Pidana Korupsi”  

Banu Saputra, S.PKP 
(Ketua PPG PPP Teluk 
Batang) 
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6. 09.30 – 10.30 Penyampaian Materi “Reformasi 
Birokrasi Dalam Rangka 
Peningkatan Pelayanan Publik” 

Dr. Einstivina 
Nuryandani, S.Si,.M.Si 
(Direktur UPBJJ 
Universitas Terbuka 
Pontinaka 

7. 10.30 – 10.45 Istirahat Panitia 

8. 10.45 – 12.00 Reviu dan Penyusunan Standar 
Pelayanan (SP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) lingkup 
Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan 
Usaha 

Banu Saputra, S.PKP 
(Katimja Tata Kelola 
dan Pelayanan Usaha) 

9. 12.00 – 13.00 Istirahat Panitia 

10. 13.00 – 14.00  Reviu dan Penyusunan Standar 
Pelayanan (SP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) lingkup 
Tim Kerja Operasional Pelabuhan 
dan kesyahbandaran 

Hermansyah 
(Katimja Operasional 
Pelabuhan dan 
kesyahbandaran) 

11. 14.00 – 15.00 Diskusi Tanya Jawab Seluruh Peserta 

12. 15.00 – 16.00 Penyusunan dan Penandatanganan 
Berita Acara Forum Konsultasi Publik 
dan Komitmen Bersama 

Perwakilan Peserta 

13. 16.00 – Selesai Penutup Panitia 

 

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

 

1. Identifikasi Masalah 

 

1) Berdasarkan hasil evaluasi, Standar Pelayanan (SP) Pelayanan 

Kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (PPP Teluk 

Batang) terdapat SP yang sudah tidak relevan untuk diterapkan dan perlu 

dilakukan perbaikan;  

2) Berdasarkan hasil evaluasi, Standar Pelayanan (SP) Pelayanan 

Kepelabuhanan PPP Teluk Batang terdapat SP yang perlu dilakukan 

perubahan / penggantian dan penyusunan SP baru; 

3) Berdasarkan hasil evaluasi, Standar Pelayanan (SP) Pelayanan 

Kepelabuhanan PPP Teluk Batang terdapat SP yang perlu dihapus yaitu 

Standar Pelayanan S-CPIB; 

4) Berdasarkan hasil evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Kepelabuhanan PPP Teluk Batang terdapat SOP yang sudah tidak relevan 

untuk diterapkan dan perlu dilakukan perbaikan; 

5) Berdasarkan hasil evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Kepelabuhanan PPP Teluk Batang, terdapat SOP yang perlu dilakukan 

perubahan / penggantian dan penyusunan SOP baru; 
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6) Berdasarkan hasil evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Kepelabuhanan PPP Teluk Batang, terdapat SOP yang perlu dihapus yaitu 

SOP S-CPIB.  

 

 

 

2. Analisis 

 

Analisis terhadap SP dan SOP dilakukan oleh Tim Pelaksana Evaluasi 

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelabuhan Perikanan 

Pantai Teluk Batang dimana secara umum perlu dilakukan perubahan / revisi SP 

dan SOP dikarenakan terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan 

diantaranya: 

1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 

2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan 

dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan menjadi 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 

Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 

2) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 47 Tahun 2022 

Tentang Penempatan dan Penungasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 

Berubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 

Tahun 2025 Tentang Penempatan dan Penungasan Syahbandar di Pelabuhan 

Perikanan; 

3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang  Log 

Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal 

Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta 

Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan; 

4) Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.416/MEN-KP/III/2025 tentang 

Transformasi Digital di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

5) Surat Edaran DJPT Nomor B. 704/DJPT/HK.410/VI/2025 tentang Digitalisasi 

Peneritan STBL Kedatangan Kapal dan Persetujuan Berlayar; 

https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6706
https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6706
https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6706
https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6706
https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6706
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6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang 

Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona 

Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia; 

7) Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 2541/MEN-KP/XII/2024 

Tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi 

Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja Bagi Awak Kapal Perikanan pada 

Kapal Perikanan Berbendera Indonesia; 

8) Surat Edaran DJPT Nomor B.1079/DJPT/PI.310/IX/2025 tentang Regitrasi 

Penerbitan SHTI dan Pengawasan Pengolahan di Pelabuhan Perikanan; 

9) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang 

Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; dan,  

10) Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan 

publik ramah kelompok rentan. 

 

3. Rencana Aksi 

 

1) Hasil perbaikan / Perubahan dan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) yang 

dilaksanakan dalam Forum Konsultasi Publik tanggal 04 November 2025 

perlu ditetapkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 

untuk diberlakukan; 

2) Hasil perbaikan / Perubahan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang dilaksanakan dalam Forum Konsultasi Publik tanggal 04 

November 2025 perlu ditetapkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai 

Teluk Batang untuk diberlakukan; 

 

D. PENUTUP 

 

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan PPP Teluk Batang tidak 

hanya sekedar diselenggarakan untuk mematuhi ketentuan peraturan-perundangan, 

namun FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan publik perlu 

dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil monitoring dan evaluasi sebagai upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pelaksanaan FKP di lingkungan 

unit penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen pembina pelayanan 

publik.  



8 
 

Kedepannya perlu dialokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang 

sama sehingga pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka perbaikan 

pelayanan publik secara terus menerus dapat dilakukan. 

 Kepala Pelabuhan, 
 
 
 
 
 

 Satrio Wibowo, S.St.Pi

 

 

 

 Teluk Batang, 05 September 2025 
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
TELUK BATANG

JALAN PELABUHAN NO.1 TELUK BATANG, KECAMATAN TELUK BATANG
KABUPATEN KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT 78856

LAMAN www.kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang SUREL ppp.telukbatang@kkp.go.id

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan

Kepelabuhanan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, bersama ini

kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan

pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 04 November 2025

Waktu : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Gedung Pertemuan Nelayan PPP Teluk Batang

Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan

Satrio Wibowo

Nomor : B.1738/P3TB/TU.330/X/2025 30 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)

http://www.kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang
mailto:ppp.telukbatang@kkp.go.id
ASUSPRO
Typewritten text
Lampiran III



DAFTAR NAMA YANG DI UNDANG

No Nama Peserta Alamat
Penyelenggara Layanan

1 Burhan PPP Teluk batang
2 Sungging B PPP Teluk batang
3 Agus Karmono PPP Teluk batang
4 A Maulana I PPP Teluk batang
5 Frengki PPP Teluk batang
6 Ferdy R PPP Teluk batang
7 Sulaiman PPP Teluk batang
8 Ade Kurniawan PPP Teluk batang
9 Adiansyah PPP Teluk batang

10 Ariansyah PPP Teluk batang
11 Tuty Pratiwi PPP Teluk batang
12 Novia S PPP Teluk batang
13 Ariyansyah PPP Teluk batang
14 Tarmizi PPP Teluk batang
15 Supardi PPP Teluk batang
16 Sugianto PPP Teluk batang
17 Agustono PPP Teluk batang
18 Sabarani PPP Teluk batang
19 Dedy Raharjo PPP Teluk batang

Instansi terkait Pelayanan Publik
1 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara Sukadana
2 Direktur Universitas Terbuka Pontianak Pontianak
3 Kepala SATWAS PSDKP Kayong Utara Pelabuhan
4 Camat Kecamatan Teluk Batang Teluk Batang
5 Kapolsek Teluk Batang Teluk Batang
6 Komandan Pos Polair Teluk Batang Teluk Batang
7 Komandan Rayon Militer Teluk Batang Teluk Batang
8 Komandan Pos Sar Teluk Batang Teluk Batang
9 Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Teluk

Batang
Teluk Batang

10 Kepala Desa Teluk Batang Kota Teluk Batang
11 Kepala Desa Teluk Batang Selatan Teluk Batang
12 Kepala Desa Teluk Batang Utara Teluk Batang
13 Kepala Desa Alur Bandung Alur Bandung
14 Ketua Himpunan Mahasisa Kayong Utara Teluk Batang

Media Massa
1 Direktur RKU FM Sukadana

Lembaga Masyarakat/ LSM
1 Ketua Yayasan Asri Sukadana Sukadana

Pengguna Layanan
1 Muhammad Ridwin Teluk Batang
2 Nendi Kalimas
3 Sarija Teluk Batang
4 Sukardi Alur Bandung
5 Suryadi Parit Deri
6 Mat Lahir Alur Bandung
7 Salihin Teluk Batang
8 Nungti Parit Laut

Lampiran Surat Undangan
Nomor : B.1738/P3TB/TU.330/X/2025
Tanggal : 30 Oktober 2025



9 Ega Vinet Teluk Batang
10 Mega Saputri Teluk Batang
11 Abdul Salim Sukamaju
12 Tolop Purba Teluk Batang
13 Juliarti Teluk Batang
14 Windra/ Juliadi Ahmad Sukamaju
15 Lina Teluk Batang
16 Kusnaini Teluk Batang
17 Ramli Kalimas
18 Marani Kalimas
19 Ussaini Teluk Batang

Kepala Pelabuhan

Satrio Wibowo



Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu /Saudara pada acara
Forum Konsultasi Publik (FKP) di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Hari Selasa, tanggal 04 November 2025 pukul 08.00 wib
Di Aula Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang)

Hadir 15 menit sebelum acara
Undangan harap dibawa
Konfirmasi kehadiran
0895323966456/ Mirna Hartuti
085861165735/ Sujud Setiawan

- Pakaian pria : Batik/Kemeja lengan
panjang

- Wanita : bebas rapi (menyesuaikan)
- Instansi Terkait : Pakaian Dinas yang

Berlaku
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ASUSPRO
Typewritten text
Lampiran IV



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


